BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengelolaan Sampah

1.

Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Sampah
Manusia hidup di dunia menentukan lingkunganya atau ditentukan
oleh lingkunganya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap
maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam secara fisik dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan
yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula
sebaliknya, apabila pemanfaatanya tidak sesuai dengan kemampuan serta
melihat situasinya.t
Faktor pertama, penyebab masalah sampah secara internal yaitu
minimnya kesadaran warga untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan
sampah di lingkungan rumah tangganya sendiri. Banyak warga yang merasa
bahwa dengan membayar retribusi sampah berarti tanggung jawab sampah
menjadi tanggung jawab PD Kebersihan. Faktor internal lain adalah
munculnya pola pikir/paradigma yang salah tentang sampah seperti:
a. Masalah sampah adalah masalah kecil yang tidak perlu mendapat prioritas
perhatian
b. Sampah adalah barang yang tidak berguna, bukan sebagai sumber
energi/pendapatan

c¢. Sindrom “not in my backyard”/Urusan sampah “bukan urusan gue”

! Subagyo, P. Joko. Hukum Lingkungan: Masalah penanggulanganya. (Jakarta: Rineka

Cipta, 2002), cet. 3, hal. 1.
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d. Filosofi pengelolaan sampah: dikumpulkan, ditampung, dan dibuang di
tempat akhir.

Faktor internal yang tidak kalah penting adalah masalah minimnya
kualitas SDM yang berakibat fatal pada buruknya teknologi pengelolaan
sampah yang saat ini terbukti sudah tidak lagi mampu menampung kuantitas
sampah yang semakin besar. Penyebab utamanya adalah selama ini
pengelolaan sampah cenderung menggunakan pendekatan end of pipe
solution, bukan mengacu pada pendekatan sumber.

Faktor kedua yaitu penyebab secara eksternal. Faktor eksternal yang
paling klasik terdengar adalah minimnya lahan TPA yang hingga saat ini
memang menjadi kendala umum bagi kota-kota besar. Akibatnya, sampah
dari kota-kota besar ini sering dialokasikan ke daerah-daerah satelitnya
seperti TPA Jakarta yang berada di daerah Bekasi, Depok, dan Tangerang
serta TPA Bandung yang berada di Cimahi atau di Kabupaten Bandung.
Alasan eksternal lainnya yang Kini terdengar di media massa adalah aksi
penolakan keras dari warga sekitar TPA yang merasa sangat dirugikan
dengan keberadaan TPA di wilayahnya.

Faktor lain adalah tidak adanya AMDAL? (Analisis Dampak
Lingkungan) melalui kajian geologi, hidrogeologi, transportasi, sosial-
ekonomi, dan lain-lain dimana dengan tidak adanya AMDAL membuat
pemerintah tidak dapat memantau perkembangan yang terjadi akibat

kerusakan lingkungan. yang mendukung masalah AMDAL sehingga

2 Fola S. Ebisemiju, “Environmental Impact Assessment: Making it Work in Developing
Countries”, Journal of Environmental Management, 1993, Vol. 38.
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seringkali kita temui TPA yang berada di tempat tinggi meskipun struktur
tanah di sebagian besar Jawa Barat bersifat labil. Faktor eksternal dominan
lainnya adalah pengelolaan sampah/kebersihan kota yang belum dimasukkan
ke dalam prioritas pembangunan perkotaan sehingga alokasi anggaran yang
ada sama sekali kurang.

Salah satu kelemahan pengelolaan sampah di TPA adalah masalah
minimnya kualitas SDM yang berakibat fatal pada buruknya teknologi
pengelolaan sampah yang saat ini terbukti sudah tidak lagi mampu
menampung kuantitas sampah yang semakin besar. Penyebab utamanya
adalah selama ini pengelolaan sampah cenderung menggunakan pendekatan
end of pipe solution, bukan mengacu pada pendekatan sumber. Sistem
pengelolaan sampah yang selama ini berjalan pada TPA-TPA di Indonesia
adalah:

1. Open Dumping System?®
Sampah diturunkan dari DAM (Kendaran pengangkut sampah) dan
dibiarkan saja terbuka di lokasi tanpa penimbunan. Cara ini merupakan
cara yang sangat tradisional, ketinggalan zaman dan sudah lama
ditinggalkan oleh negara-negara lain. Pak Nu’'man Abdul Hakim bahkan
pernah memaparkan bahwa teknologi semacam ini merupakan warisan
lama yang telah berkembang sejak tahun 1970-an. Meskipun demikian,

cara inilah yang justru digunakan oleh mayoritas TPA pada saat ini

3 Suprihatin Agung, Dwi Prihanto, Sampah dan Pengelolaanya, (Malang: PPGT/VEDC,
1999), hal. 90
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padahal dampak yang ditimbulkan sangat besar dan beresiko tinggi
seperti yang terjadi pada kasus TPA bantar gebang.

Penggunaan teknologi ini menjadi sumber malapetaka di sana
dimana timbunan sampah yang dibiarkan menggunung secara terbuka
dalam jangka waktu lama, pada suatu fase tertentu menghasilkan gas
metana yang terus-menerus terakumulasi dan akhirnya meledak. Gas
metana yang berdekomposisi biasanya menghasilkan panas yang sangat
tinggi ketika tekanan udara datang dari atas sementara bagian sampah di
bawah mengandung bakteri anaerob vyaitu bakteri yang tidak bisa
bersenyawa dengan udara. Akibatnya, tekanan udara berbalik ke atas
yang hasilnya berupa ledakan besar mirip bom berkekuatan tinggi.

2. Landfill System*

Landfill pun bukan merupakan alternatif yang sesuai karena
landfill tidak berkelanjutan, membutuhkan lahan yang sangat luas dan
menimbulkan masalah lingkungan.

3. Sanitary Landfill;

Sampah diratakan dan ditimbun dengan menggunakan lapisan
tanah dan pasir.

4. Reusable Sanitary Landfill;

Sampah diratakan dan ditimbun dengan menggunakan lapisan
tanah dan pasir dengan dilengkapi pipa untuk menyalurkan gas yang

dihasilkan selama proses pembusukkan sampah menjadi humus.

4 Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah
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5. Controlled Landfill;
Sampah diratakan di lokasi dan dilakukan kontrol secara periodik.
Secara umum, pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah
sampah seharusnya mempunyai rencana pengelolaan lingkungan hidup yang
baik bagi warga sekitar. Dimana dalam menyusun pengelolaan lingkungan
ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dan tidak dapat dipisahkam yaitu®:
a. Siapa yang akan melakukan pengelolaan lingkungan dan pengelolaan
lingkungan apa yang harus dilakukan
b. Sesuai dengan dampak yang diduga akan terjadi, maka akan ditetapkan
cara pengelolaan yang bagaimana yang akan dilakukan atau teknologi apa
yang akan digunakan agar hasilnya sesuai dengan baku mutu yang telah
ditetapkan pemerintah
c. Karena berbagai institusi termasuk pemilik proyek yang akan melakukan
pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu, maka teknologi yang akan
digunakan tergantung pada kemampuan biaya yang akan dikeluarkan,
terutama kemampuan dari pemilik proyek sebagai sumber pencemar.
Permasalahan umum yang terjadi pada pengelolaan sampah kota di
TPA, khususnya kota-kota besar adalah adanya keterbatasan lahan, polusi,
masalah sosial dan lain-lain. Oleh karena itu pengelolaan sampah di TPA
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Memanfaatkan lahan yang terbatas dengan efektif

b. Memilih teknologi yang mudah, dan aman terhadap lingkungan

5 Husein M. Harun, Berbagai Aspek Hukum: Analisa Mengenai Dampak Lingkungan,
(Jakarta: Bumi Aksara, 1992), cet. 1, hal.1.
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c. Memilih teknologi yang memberikan produk yang bisa dijual dan
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat

d. Produk harus dapat terjual habis.

Upaya lain yang telah ditempuh adalah melalui EPR (Extended
Producer Responsibility) atau perluasan tanggung jawab produsen. EPR®
adalah suatu pendekatan kebijakan yang meminta produsen menggunakan
kembali produk-produk dan kemasannya. Kebijakan ini memberikan insentif
kepada mereka untuk mendesain ulang produk mereka agar memungkinkan
untuk didaur ulang tanpa material-material yang berbahaya dan beracun.
Banyak komunitas yang telah mampu mengurangi 50% penggunaan landfill
dan incenerator (Incinerator, Alat pembakar sampah untuk membakar
sampah non organik yang tidak memiliki nilai jual hingga menjadi bubuk
terkecil yang tidak berbahaya bagi manusia.

Sebenarnya untuk menangulangi permasalahan-permasalahan tersebut,
pemerintah melalui PP No. 16 tentang Air Minum dan Sanitasi, salah satunya
menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dibenarkan menerbitkan Perda
tentang persampahan. Perda ini menjelaskan tata cara masyarakat dalam
upaya mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya. Pengurangan
sampah juga dapat dilakukan dengan cara inovasi teknologi dalam
komposting misalnya, pemanfaatan limbah dan gas hasil pembakaran untuk
berbagai keperluan, dalam upaya menerapkan 3R (reduce, reuse dan

recycling). 3R perlu disosialisasikan kepada masyarakat. ”Penanganan

5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sampah, Pasal 15
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sampah tidak memerlukan teknologi tinggi, melainkan kepedulian semua
pihak,”

Dengan adanya pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat
maupun daerah, dari segala bentuk pelanggaran dan kejahatan, bagi pelaku
baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum dengan upaya
pencegahan (preventif) maupun penindakannya (represif). Untuk tindakan
represif ada beberapa jenis instrumen yang diterapkan antara lain melihat

dampak yang ditimbulkan. Berikut dasar hukum pengelolaan sampah yaitu:

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Tentang
Energi.

3) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, dan Reuse dan
Recycle Melalui Bank Sampah.’

5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2011 jo Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Adipura

6) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No 19 Tahun 2010

Tentang Pengelolaan Persampahan

7 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah
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2. Jenis-jenis Sampah dan Fungsi Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah proses atau cara mengolah, sedangkan
sampah adalah benda yang berbentuk padat dari bahan basah (organik)
maupun kering (anorganik) yang sudah tidak terpakai lagi®. Undang-Undang
Pengelolaan Sampah juga memuat asas dan tujuan yaitu bahwa pengelolaan
sampah harus diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab,
berkelanjutan, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan
dan nilai ekonomi.

Pengelolaan sampah selama ini dilakukan menerapkan sistem
kumpul, angkut dan buang. Sampah yang berasal dari masyarakat maupun
kawasan hanya dikumpulkan di suatu tempat, lalu diangkut dan langsung
dibuang di tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Dalam proses ini
menggunakan metode sanitary landfill yaitu dengan cara menimbun sampah
di dalam tanah yang dikenal sebagai 4R, meliputi:

1. Reduce (mengurangi), yakni upayakan meminimalisi barang atau material
yang kita pergunakan.

2. Reuse (menggunakan kembali), yakni pilihlah barang yang bisa dipakai
kembali, hindari pemakaian barang yang sekali pakai (disposable).

3. Recycle (mendaur ulang), yaitu barang yang sudah tidak berguna lagi bisa
didaur ulang sehingga bermanfaat serta memiliki nilai tambah. Tidak

semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri

8 James L. Gibson, et. al, Organisasi dan Manajemen, Prilaku, Struktur, Proses, (Jakarta:
Erlangga,1986), hal.27
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formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi
barang yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis.

. Replace (mengganti), yakni mengganti barang-barang yang hanya bisa
dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Selain itu
menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan, misalnya
mengganti kantong keresek dengan keranjang bila berbelanja, dan

menghindari penggunaan styrofoam karena kedua bahan ini tidak bisa

terdegradasi secara alami.®

Sampah menjadi sumber daya dan dapat dikendalikan untuk
mengurangi atau menghilangkan pencemaran.® Pengelolaan sampah yang
dilakukan dengan cara mengurangi (Reduce), menggunakan kembali
(Reuse), dan mendaur ulang (Recycle), melibatkan masyarakat. Sampah
dibatasi sejak dari sumbernya dan pada tiap proses pengelolaan dilakukan
pemilahan, penggunaan kembali dan pendaurulangan hingga memiliki
manfaat ekonomis dan ekologis.

Pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah
tangga, pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbunan
sampah, pendaurulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.
Sedangkan penanganannya dilakukan dengan pemilahan sampah,
pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan
pemrosesan akhir sampah. Pada teknis pelaksanaan pengelolaan sampah,

pemerintah daerah masih memerlukan peraturan lebih lanjut dalam

Arif Zulkifli, Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan, (Jakarta: Salemba Teknika, 2014), hal.106.
10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
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Peraturan Daerah (Perda). Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang
pengelolaan sampah sebagai pelaksanaan teknis konsepsi pengelolaan
sampah berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, perlu
ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Mengelola sampah dari dulu sesungguhnya juga dapat dilakukan
oleh masyarakat sendiri dengan melakukan pemilahan/pemisahan sampah
berdasarkan jenisnya. Pemilahan tersebut misalnya dengan membagi
apakah sampah tersebut sampah kering, sampah basah, atau sampah plastik
dan botol.

a. Jenis-jenis Sampah
1) Berdasarkan asal sampah

a) Sampah rumah tangga/ sampah domestik yaitu sampah yang
dihasilkan dari kegiatan-kegiatan rumah tangga. Dalam kategori
ini termasuk juga sampah dari asrama, rumah sakit, hotel, dan
kantor.!

b) Sampah industri/ pabrik (industrial waste) yaitu sampah yang
dihasilkan dari kegiatan produksi atau buangan industri baik
dalam lingkup industri maupun industri kecil atau industri
kerajinan.

c) Sampah pertanian yaitu sampah dari sisa pertanian, termasuk di
dalamnya perkebunan, kehutanan, peternakan maupun

perikanan.

L aurent Hodges, “Environmental Pollution”, Jurnal Chemical Education, (New York:
Lowa state University, 1976), vol. 1l, hal. 280-281
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d) Sampah perdagangan yaitu sampah yang berasal dari sampah
pasar dan toko-toko.

e) Sampah hasil aktifitas pembangunan yaitu sampah yang berasal
dari sisa-sisa atau buangan dari kegiatan membangun jalan,
gudang atau perumahan, seperti puing-puing, kayu, dan plastik.

f) Sampah sapuan (street sweeping) yaitu sampah dari hasil
sapuan jalanan yang berisi berbagai sampah di jalan, seperti
dedaunan, kertas, dan plastik. Di kota-kota besar lebih banyak
dan bervariasi kandungannya.

2) Berdasarkan Komposisinya
Dalam suatu kegiatan mungkin saja dihasilkan sampah yang
sama sehingga komponen-komponen penyusunnya juga sama.

Misalnnya sampah vyang terdiri dari kertas'?, pastik, atau

dedaunan saja. Walaupun sampah ini dapat bercampur dengan

bahan-bahan lain, tetapi sebagian komponen-komponennya masih
tersusun oleh komponen yang sejenis atau seragam. Sampah
semacam ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a) Sampah seragam, sampah yang termasuk kategori ini biasanya
berasal dari industri, perkantoran, atau tempat foto copy.
Digolongkan sampah seragam jika sampah tersebut hanya

terdiri dari kertas, plastik atau besi.

12 Mubarak, Wahid Igbal dan Nurul Chayatin, Illmu Kesehatan Masyarakat
Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), hal. 275-276
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b) Sampah tidak seragam, misalnya sampah yang berasal dari
pasar-pasar, tempat rekreasi, terminal atau dari tempat-tempat
fasilitas umum lainnya.

3) Berdasarkan Proses Terjadinya

a) Sampah alami yaitu sampah yang terbentuk karena proses alami,
misalnya dedaunan yang rontok, sampah bangkai binatang (dead
animal) yang berasal dari bangkai binatang seperti tikus, ayam,
dan binatang ternak yang telah menjadi bangkai. Jumlahnya
relativ kecil akan tetapi jika terjadi bencana alam, gunung
meletus, kemarau panjang yang mematikan binatangbinatang
sekitarnya, maka sampah ini menjadi masalah.

b) Sampah non alami yaitu sampah yang terbentuk dan dihasilkan
karena kegiatan manusia.

4) Berdasarkan Sifatnya?

a) Sampah organik (garbage) yaitu limbah padat semi basah
berupa bahan organik yang umumnya berasal dari sektor
pertanian dan makanan, terdiri atas dedaunan, kayu, sayur-
sayuran, sisa-sisa makanan, sisa buah-buahan, bangkai binatang
dan lain-lain. Sampah ini mengandung senyawa organik yang
tersusun dari unsur-unsur karbon, oksigen dan hydrogen,
mempunyai ciri terurai oleh mikroorganisme dan mudah

membusuk, karena mempunyai rantai kimia yang relatif pendek.

13 Wisnu Arya Wardhana, Dampak Pencemaran Lingkungan, (Yogyakarta: Andi
Offset, 1995), hal. 80-101
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b) Sampah anorganik (rubbish) yaitu limbah padat yang cukup
kering, merupakan sampah yang tidak tersusun oleh senyawa
organik dan sulit terurai oleh mikroorganisme, sehingga sulit
membusuk. Hal ini disebabkan oleh senyawa yang memiliki
rantai kimia yang panjang dan kompleks, contohnya plastik,
kaca, kaleng, mika, besi, dan logam lainnya.

5) Berdasarkan Bentuknya

a) Selain dalam bentuk padat (solid) dan mudah terlihat oleh mata,
ada juga bentuk lainnya.

b) Sampah abu* (ash), yaitu limbah padat yang berupa abu-abuan,
mudah terbawa angin, karena ringan dan mudah membusuk.
misalnya abu hasil pembakaran, debu jalanan, abu dari hasil
pembangunan.

6) Berdasarkan Jenisnya

a) Sampah makanan, termasuk sisa-sisa makanan ternak.

b) Sampah kebun/pekarangan.

c) Sampah kertas.

d) Sampah pastik, karet, dan kulit.

e) Sampah kain.

f) Sampah kayu.

g) Sampah logam.

h) Sampah gelas, kaca, dan logam.

14 Mubarak, Wahid Igbal dan Nurul Chayatin, llmu Kesehatan Masyarakat..., hal. 275-
276
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i)  Sampah berupa debu.
b. Fungsi Pengelolaan Sampah
Pengelolaan sampah diselenggarakan untuk mengurangi dan
menanggulangi dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh
kemajuan industri dan meningkatnya jumlah penduduk. Selain hal
tersebut  tujuan  diselenggarakannya adalah  untuk  mencapai
kesejahteraan yang sesungguhnya dan beriringan dengan majunya
industri. Penerapan aspek manajemen dalam pengelolaan limbah,
khususnya sampah perkotaan dapat dilakukan melalui pendekatan
manajemen Yyakni perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan
evaluasi, pemanfaatan fungsi manajemen dalam pengelolaan sampah
perkotaan ini akan lebih efektif bila dilakukan mulai dari perencanaan,
pengorganisasian dan pengawasan. Berikut adalah beberapa fungsinya®®:
1) Fungsi perencanaan dalam manajemen meliputi serangkaian
keputusan-keputusan  termasuk  penentuan-penentuan  tujuan,
kebijakan, membuat program, menentukan metode dan prosedur
serta  menciptakan  jadwal  waktu pelaksanaan.  Dalam
implementasinya  fungsi  perencanaan  dibutuhkan  dalam
pengelolaan sampah perkotaan, dengan menentukan tujuan “’bersih
itu adalah sehat”.
2) Fungsi pengorganisasian, yaitu proses pelaksanaan dari rencana yang

telah ditetapkan, dimulai dari kebutuhan alat atau fasilitas,

15 Mursid Raharjo, Memahami Amdal Jilid 2, (Yogyakarta: Graha llmu, 2014), hal. 22
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manusia/pekerja, termasuk hubungan antara personal yang
melakukan kegiatan tersebut.

3) Fungsi pengawasan, adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan
seluruh kegiatan untuk menjamin agar seluruh kegiatan berjalan
dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan
dievaluasi sebagai suatu proses penilaian terhadap pelaksanaan
kegiatan.

c. Pemanfaatan Sampah
Pemanfaatan sampah dapat dilakukan dengan pendekatan
yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu
produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu
pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah,
yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pemanfaatan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai

ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi,

kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.®

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan
dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan
sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan

pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi

16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sampah, him. 31
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pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan
akhir.’
. Tahap-tahapan Pengelolaan Sampah

Pengolahan limbah dari bahan buangan industri dan
teknologi dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan.
Cara pengelolaan ini sering disebut waste management. Secara
umum dikenal tingkatan proses pengolahan limbah sebagai
berikut'®: Pertama pengolahan awal, awalnya bahan buangan industri
ditampung di suatu tempat dan dengan sampah yang telah dipilah
atau dipisahkan antara sampah plastik, organik, dan anorganik.
Kemudian, dipilah bagian sampah yang dapat didaur dan tidak
dapat didaur, kemudian memisahkan antara sampah cair dan padat.

Kedua, pengolahan lanjutan, yaitu dengan menambahkan
mikroorganisme untuk mendegradasikan bahan buangan. Ketiga,
pengolahan akhir, pada proses terakhir diharapkan bahwa setelah
melalui tahapan terakhir sudah menjadi bersih sehingga dapat dibuang
ke lingkungan. Pengurangan bahan-bahan terlarut seperti bahan-bahan
kimia dapat ditambahkan dengan karbon aktif untuk mengadsorpsi

bahan-bahan berbahaya sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan.

17 Ibid., hal. 30
18 Ibid., hal.167-169
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B. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No 19 Tahun
2010 Tentang Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan Persampahan adalah kegiatan yang berkaitan dengan
pengendalian timbunan sampah, pemilahan, pengumpulan, pemindahan dari
pengangkutan, pengolahan pembuangan sampah dengan cara yang merujuk
pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan estetika dan pertimbangan
lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.®
Pengelolaan sampah bertujuan menciptakan pola hidup masyarakat yang
berwawasan lingkungan. Sasaran pengelolaan persampahan ini agar
meningkatnya upaya pengelolaan persampahan dan kesadaran atau
kepedulian masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Sampah® merupakan bahan-bahan buangan yang dihasilkan
dari kegiatan manusia, segala macam organisme yang ada di alam
ini  selalu menghasilkan limbah (sampah) atau bahan buangan.
Sebagian besar limbah yang dihasilkan oleh organisme yang ada di
alam ini bersifat organik, kecuali limbah yang berasal dari aktivitas
manusia yang dapat bersifat organik maupun anorganik.

Bentuk dan macam limbah yang dihasilkan manusia tergantung pada
peradaban manusia. Kemajuan industri dan teknologi ternyata telah
menambah jenis limbah manusia yang bersifat organik menjadi organik dan
anorganik. Pencemaran daratan umumnya berasal dari limbah berbentuk

padat yang dikumpulkan di suatu tempat penampungan akhir (TPA). Untuk

19 peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Persampahan
2 1bid
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menunjang kehidupan manusia sebagian tempat dialokasikan menjadi TPA,
akan tetapi walaupun sudah disediakan TPA limbah yang dihasilkan oleh
manusia menumpuk, karena peningkatan yang terus terjadi setiap tahunnya.

Pemanfaatan kembali limbah padat dapat dilakukan untuk
memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia. Bahan limbah
yang awalnya tidak bermanfaat dapat menjadi bahan yang
bermanfaat. Misalnya, sampah organik?* sebaiknya dikumpulkan untuk
diproses menjadi pupuk buatan (kompos) yang berguna bagi tanaman.
Pembuatan kompos ini berarti mendaur ulang sampah organik yang tentunya
berdampak positif bagi lingkungan hidup manusia. Begitu juga dengan
sampah anorganik yang biasanya berasal dari industri, maka dapat didaur
ulang dengan alat modern seperti kertas dan plastik, atau bagi mereka yang
mempunyai jiwa kreatif dapat membuat hiasan dari sampah yang berbahan
dasar plastik seperti botol bekas minuman.

Dengan semakin tingginya pertambahan penduduk dan meningkatnya
aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Tulungagung, berakibat
semakin banyak pula volume timbulan sampah, yang jika tidak dikelola
secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi
Pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat Tulungagung. Salah
satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil
kebijakan di bidang pengelolaan persampahan agar tercapai lingkungan yang

sehat dan dinamis.

21 Mubarak, Wahid Igbal dan Nurul Chayatin, Ilmu Kesehatan Masyarakat
Teori dan Aplikasi, hal. 275-276
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Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten
Tulungagung berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya
dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial
kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perijinan yang
akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam ketentuan peraturan
daerah ini, sehingga diharapkan peraturan daerah ini mampu memberi
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di
bidang pengelolaan persampahan.

Salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah??  berkaitan dengan pengendalian kebersihan adalah dengan
menyediakan sarana dan prasarana persampahan, untuk itu dibutuhkan peran
serta masyarakat guna mendukung biaya operasional pelayanan dimaksud,
yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya
serta mempertimbangkan aspek keadilan. Atas dasar hal tersebut maka
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Persampahan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting.
Misalnya dalam proses pemilahan sampah organik dan anorganik. Hal ini
tentunya akan memudahkan petugas kebersihan untuk memberikan perlakuan
yang lebih cepat dibanding harus dilakukan pemilahan sendiri oleh petugas

kebersihan. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah, dimana

2 pasal 1 (Ayat 2), Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
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dengan pemilahan tersebut, maka akan dengan mudah bagi pemulung atau
pengusaha daur ulang menemukan sampah yang dapat didaur-ulangkan.
Selain itu pembuangan sampah yang tercampur dapat merusak dan
mengurangi nilai dari material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi.
Bahan-bahan organik dapat mencemari bahan-bahan yang mungkin masih
bisa didaur-ulang dan racun dapat menghancurkan kegunaan dari keduanya.?®
Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan
kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan diundangkannya
Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang
tujuannya untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. Sedangkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Persampahan ini merupakan pelaksanaan teknis konsepsi
pengelolaan sampah berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008.
Peraturan Daerah (Perda) ini merupakan bentuk tanggungjawab
pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan
sehat di wilayah Kabupaten Tulungagung sehingga diperlukan upaya-upaya
perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan upaya pengelolaan
persampahan. Pengelolaan persampahan diselenggarakan berdasar asas
tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan penghasil sampah,

asas berkelanjutan dan asas manfaat guna mewujudkan pembangunan

Z3Devi Hernawati, Choirul Saleh, Suwondo, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan
Sampah Berbasis 3R (reduce, reuse dan recycle) (studi pada tempat pengelolaan sampah terpadu
di desa ulyoagung kecamatan dau kabupaten malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1,
No.2, hal.57-63.
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berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka

pembangunan masyarakat Tulungagung seutuhnya.

Ruang lingkup Peraturan Daerah?* ini meliputi ketentuan mengenai:

1. Pengelolaan persampahan, adalah kegiatan yang berkaitan dengan
pengendalian timbulan sampah, pemilahan, pengumpulan, pemindahan
dan pengangkutan, pengolahan pembuangan sampah dengan cara yang
merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan
masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan
lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat

2. Perizinan di bidang persampahan, adalah izin yang diberikan untuk
kegiatan pengelolaan persampahan.

3. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, adalah pembayaran atas
pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah

Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sampah yang
berasal dari kegiatan rumah tangga, tempat usaha dan atau komersial,
fasilitas umum, fasilitas pendidikan/ sekolah, fasilitas sosial, tempat
industri, pertanian. Suatu peraturan akan berjalan dengan baik sesuai tujuan
awal diciptakannya peraturan tersebut, jika terdapat kerjasama yang baik
antara pemerintah dan masyarakat. Begitu juga dalam Peraturan Daerah ini,

Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan atau kegiatan, dan masyarakat wajib

melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan.

24 peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Persampahan
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Dalam kegiatan pengelolaan persampahan, Pemerintah Daerah
memberikan pelayanan pengelolaan persampahan. Sedangkan kegiatan
pengelolaan persampahan oleh pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat
dapat dilakukan secara swakelola atau melalui kerjasama dengan penyedia
jasa pengelolaan persampahan dan kebersihan. Pengelolaan persampahan
dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut?:

a. Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

1) Mengurangi  produksi sampah dan konsumsi barang yang
kemasannya menggunakan bahan yang tidak dapat atau sulit untuk
didaur ulang;

2) Menggunakan dan atau memanfaatkan kembali sampah secara
langsung.

b. Pemilahan sampah dilakukan dengan cara memisahkan sampah organik
dan anorganik?®® sesuai dengan sifat dan jenisnya.

c. Pengumpulan sampah dilakukan oleh pengelola sampah dengan
memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS. Dalam proses ini
melibatkan penyedia jasa pelayanan persampahan.

d. Pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan akhir dilakukan setiap
hari dari tempat sampah domestik, TPS, dan Transfer Station

ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah

%5 peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Persampahan

% Mubarak, Wahid Igbal dan Nurul Chayatin, limu Kesehatan Masyarakat..., hal. 275-
276
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e. Pengolahan sampah dilakukan dengan cara penimbunan (sanitary
landfill), insenerasi dan atau cara lainnya sesuai dengan jenis sampah,
kebutuhan dan perkembangan teknologi. Proses ini dapat melibatkan
penyedia jasa pelayanan persampahan.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) ini juga diatur tentang mekanisme

jasa pelayanan sampah diantaranya

a) Jenis jasa pelayanan sampah terdiri dari?’ :

(1) Pelayanan langsung dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan
sampah mulai dari tempat sampah domestik sampai ke TPA; dan
(2) Pelayanan tidak langsung, yang terdiri dari:

(a) Pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan
pengangkutan sampah dari penghasil sampah sampai ke TPS,
dan Transfer Station.

(b) Pelayanan  akhir, vyaitu pelayanan pemindahan dan
pengangkutan sampah TPS, dan Transfer Station sampai ke
TPA.

b) Pengelolaan Persampahan yang melibatkan penyedia jasa pelayanan
persampahan, jenis pelayanan yang dilaksanakan berdasarkan
kesepakatan pengguna jasa dengan penyedia jasa pelayanan

persampahan.

27 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Persampahan



34

c) Pengelola sampah yang ingin menjadi penyedia jasa pelayanan
persampahan dari Pemerintah Daerah harus mengajukan permohonan
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

d) Sistem dan prosedur jasa pengelolaan persampahan serta prosedur
penanganan pengaduan masyarakat tentang pelayanan persampahan
dari Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Dalam pengelolaan persampahan ini  Pemerintah  Daerah
berkewajiban untuk:

1) memberikan pelayanan pengelolaan persampahan kepada masyarakat;

2) memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan
persampahan;

3) memberikan pelayanan? jasa pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;

4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan
persampahan secara memadai;

5) menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan secara
memadai;

6) mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan
pengelolaan sampah mandiri;

7) melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku
usaha dalam pengelolaan persampahan;

8) menyajikan sistem informasi pengelolaan persampahan;

28 Moenir, Manajemen pelayanan Umum Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal.10
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9) melaksanakan ketentuan perijinan pengelolaan persampahan sesuai
dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

10) mengembangkan sistem pengelolaan persampahan;

11) menindaklanjuti  pengaduan masyarakat mengenai pengelolaan
persampahan

Di samping itu Pemerintah Daerah juga berhak untuk menentukan

ketentuan perizinan pengelolaan persampahan dan menentukan besaran tarif

retribusi pengelolaan persampahan. Peraturan ini dapat berjalan dengan baik

jika masyarakat juga berperan aktif dalam masalah pengelolaan sampah ini.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung juga

menetapkan kewajiban bagi masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam

pengelolaan sampah ini, yaitu:

(a) mengelola sampah berwawasan lingkungan;

(b) mengelola sampah dengan cara pengurangan dan pemilahan sesuai sifat
dan jenis sampah;

(c) menyediakan tempat sampah rumah tangga dan atau TPS sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

(d) berperan serta dalam membiayai pengelolaan persampahan;

(e) memberikan informasi secara akurat tentang pengelolaan sampah;

(f) membayar retribusi?® pengelolaan persampahan

29 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Persampahan



36

Tidak hanya menetapkan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten
Tulungagung juga memberikan hak masyarakat dalam pengelolaan
persampahan, yaitu sebagai berikut :

(a) Mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, sehat;
(b) Mendapatkan pelayanan pengelolaan persampahan;

(c) Membentuk kelompok pengelola sampah;

(d) Mengelola sampah secara mandiri;

(e) Turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan persampahan.

Dalam pengelolaan persampahan tidak hanya Pemerintah Daerah dan
masyarakat saja yang terlibat, namun juga ada penyedia jasa pengelolaan
persampahan®’, yaitu orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab
dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Penyedia jasa pengelolaan
persampahan inilah yang nantinya melakukan kegiatan yang berkaitan
dengan pengendalian timbulan sampah, pemilahan, pengumpulan,
pemindahan dan pengangkutan, pengolahan pembuangan sampah dengan
cara yang merujuk pada dasar-dasar yang terbaik mengenai kesehatan
masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan
lingkungan yang lain, dan juga tanggap terhadap perilaku masyarakat.

Sebelum melakukan pengelolaan sampah, penyedia jasa pengelolaan
persampahan ini harus melakukan izin pelayanan pengelolaan persampahan
kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Setelah mendapat izin pengelolaan persampahan

30 Kasjono Heru Subaris, Penyehatan Pemukiman, (Yogyakarta: GOSYEN Publishing,
2011), hal. 57
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sudah dapat dilakukan. Selama proses pengelolaan sampah, mereka harus

melaporkan kegiatan pengelolaan persampahan setiap satu bulan sekali

kepada instansi teknis.

Penyedia jasa pengelolaan persampahan wajib menjaga dan
memelihara prasarana dan sarana persampahan milik Pemerintah Daerah
berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis yang digunakan dengan aspek
kelayakan, keindahan dan kesehatan lingkungan, serta melakukan pemilahan
sampah. Selain itu mereka dapat memungut biaya jasa pelayanan
persampahan kepada pelanggan.

Dalam pengelolaan persampahan ini Pemerintah Daerah, masyarakat,
penyedia jasa pengelolaan persampahan, dan pelaku usaha dan atau kegiatan
dalam pengelolaan persampahan®! dilarang:

(1) membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase,
taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum, jalan dan lokasi lainnya yang
peruntukannya bukan untuk sampah;

(2) membuang sampah spesifik;

(3) membakar sampah (plastik/non plastik) yang tidak menggunakan
peralatan pembakar sesuai standar;

(4) membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan
atau mengganggu lingkungan;

(5) menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan

akhir sampah tanpa proses pengolahan sesuai dengan jenis sampah.

19

31 H. Kusnoputranto, Kesehatan Lingkungan (Depok: Universitas Indonesia, 2000), hal.
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Dalam Perda ini selain mengatur tentang ketentuan membuang
sampah, juga mengatur ketentuan TPS yaitu pada Pasal 21°2:

(1) TPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dibuat
dengan 2 (dua) kompartemen untuk menampung sampah yang sudah
dipilah.

(2) TPS ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh petugas
sampah, dan terlindung sehingga tidak mengganggu kebersihan dan
keindahan lingkungan.

(3)  TPS berkapasitas sekurang-kurangnya 6 (enam) meter kubik

C. Konsep Fiqgih Siyasah
1. Siyasah Tanfidziyyah Syar iyyah®

Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah merupakan salah satu ruang
lingkup figih siyasah yang di dalamnya membahas persoalan imamah,®*
persoalan bai’ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain. Menurut al-
Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil
amri dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah ulil amri
tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga
untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang
lebih luas lagi.

Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas Islam dan

menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan

32 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Persampahan

3 Ibnu Syarif, Mujar, Figih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta:
Erlangga, 2010), hal. 16

% AW. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab — Indonesia Terlengkap,
(t.cet.,Yogyakarta: Krapyak, 1984), hal. 43
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sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda
untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam
menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat
kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi

kemaslahatan umat. Hal ini sesuai dengan kaidah fighiyyah vyaitu:

aslad Uy b o3 oxe 91 L. by G55 “tindakan imam (pemegang

otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti maslahat”.*® Dalam surat Ali-

Imran ayat 104 Allah berfirman:

A3ty Kalvge dsalg oyl uo g 2 410 BBl N
55}/9;3\#

Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang
menyuruh Kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan
mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”
(QS. Ali-Imran: 104)3®

Berdasarkan al-qur’an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan
untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat
bahwa pemimpin ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari
dosa dan pelanggaran. Tugas al- sulthan tanfidziyyah®’ adalah

melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan

3 Jaih Mubarok, Kaidah Figh Sejarah dan Kaidah Asasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000),
hal. 178

3 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an 20 Baris Terjemah Dua Muka, (Bandung: CV
Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), him. 63

37 Ibnu Syarif, Mujar, Figih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam..., hal. 16
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untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang
telah dirumuskan tersebut. Sementara masyarakat wajib tunduk terhadap
peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan dilaksanakan

tersebut. Sebagaimana hadits Nabi berikut:

Lﬁﬁ\ ;,a&/ r; :fﬁj ‘E;GUA B Lﬂg;.::\ E'Ua\ :).23 Al ;,af«’ IRV L:}\.fa/c &23 ) /tUa\ e L;'g/o\.b\ :J.Z

Artinya: "Barangsiapa yang mentaatiku maka sungguh ia telah taat
kepada Allah, dan barangsiapa yang durhaka kepadaku maka sungguh ia
telah durhaka kepada Allah. Dan barangsiapa yang taat kepada amirku
maka sungguh ia telah taat kepadaku, barangsiapa yang durhaka kepada
amir-ku maka sungguh ia telah durhaka kepadaku".®

Dalam hal pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
yang berperan sebagai Tanfidziyyah Syar’iyyah yaitu pelaksana dari
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No 19 Tahun 2010
Tentang Pengelolaan Persampahan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
bertanggung jawab dalam implementasi perda tersebut. Oleh karena itu
melalaui program kerjanya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dianjurkan
menyelenggarakan  kegiatan-kegiatan  yang  berkaitan  dengan
pengelolaan sampah demi mewujudkan tujuan dibentuknya perda
tersebut. Sedangkan kewajiban masyarakat adalah untuk mentaati dan

melaksanakan peraturan yang ada.

38 Al-Bukhari, Sahih Bukhari Juz. IV..., hal. 327.
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Setiap orang yang hidup di atas dunia ini, memiliki tanggung
jawab pemimpin dalam dirinya masing-masing sesuai lingkup
kekuasaannya, apapun posisi dan perannya. Sebagaimana hadits nabi
berikut:

ey 22 D g8 5 ¢ 15 BBV GG T Ly e b1 Lo i1 2 2
Artinya: “Dari Qutiabah bin Said dari Laits, Saya juga diceritai oleh
Muhammad bin Rumhi dari laits dari Nafi dari lbn Umar
bahwa Rasullulah SAW berkata: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan
setiap kalian akan ditaya tentang kepemimpinannya, penguasa adalah
pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. %

Wujud tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai
Tanfidziyyah Syar’iyyah yang sesungguhnya adalah kelak di hadapan
Allah swt, namun dalam kepemimpinan tanggung jawab harus selalu ada
di hadapan manusia lainnya yang dipimpin dalam bentuk laporan
kegiatan. Misalnya kegiatan DLH menyelenggarakan Kkerja bakti
bersama membersihkan Bantaran Kali Ngrowo di Kelurahan Kutoanyar
Kecamatan Tulungagung yang diikuti oleh ribuan peserta dari Instansi
Pemerintah Kabupaten Tulungagung, TNI, POLRI, komunitas,
masyarakat dan dunia usaha. Dari kegiatan tersebut menunjukkan

adanya upaya dari DLH dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

hal. 125.

3% Muslim, Shahih Muslim, Juz Il hadits no 4828, (Lebanon: Dar Al Kutub Beirut, t.t),
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D. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan baik melalui media internet
maupun secara langsung Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi
Swasta, penelitian dengan judul “Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda
dan Fiqih Siyasah” belum pernah dijadikan obyek kajian oleh peneliti
sebelumnya.

Pertama, skripsi oleh Putri Arisyanti, tahun 2018, Program Studi
IImu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Pengelolaan
Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat”.*° Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa kesejahteraan pada masyarakat kelurahan Bumi cukup
meningkat namun belum terlalu pesat. Terdapat beberapa masyarakat yang
sudah lebih baik perekonomiannya dikarenakan proses dari pengelolaan
sampah dengan cara menjual produk pupuk kompos, pengelolaan sampah
selama dua tahun ini cukup membaik, namun sempat terdapat kendala yaitu
belum dapat dikomersilkan secara maksimal semua itu dikarenakan pada
saat ini produk tersebut masih dalam tahapan perizinan untuk diedarkan ke
ranah yang lebih luas. Kesejahteraan ekonomi masyarakat kelurahan Bumi
cukup baik dari hasil pengelolaan sampah dan dari hasil kunjungan dari
para wisatawan yang datang di kelurahan Bumi. Terdapat perbedaan dan
persamaan antara skripsi yang ditulis oleh penulis dengan skripsi yang

ditulis oleh Putri Arisyanti. Persamaannya yaitu sama-sama membahas

40 Putri Arisyanti, “Pengelolaan Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat”, Skripsi,
(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), hal. xi
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pengelolaan sampah agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.
Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi ini membahas antara
kesesuaian perda tentang sampah dengan kenyataan yang ada di lapangan,
yang juga ditinjau dari figih siyasah. Sementara pada penelitian terdahulu
membahas pengelolaan sampah untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
Kedua, skripsi oleh Ricky Prabowo, 2011, Fakultas Hukum,
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, dengan judul “Pengelolaan
Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel
Purwokerto”.*t Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tempat
Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Gunung Tugel belum dapat memenuhi
prosedur kelayakan yang sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun
2008 Tentang Pengelolaan sampah. Hal ini karena masih banyak
kekurangan yang perlu lagi dibenahi, seperti halnya teknik pengelolaan
sampah yang masih menggunakan teknik open dumping vyaitu teknik
pembuangan sampah yang tertua dan paling sederhana yang sering dipakai
di negara berkembang. Metode ini pada prinsipnya hanya membuang
sampah dan menumpuk begitu saja tanpa ada penutupan dan pengelolaan
lebih lanjut. Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Gunung Tugel
sudah tidak layak dikarenakan timbunan sampah di TPA Gunung Tugel
sudah overcapacity dan perlu perluasan lahan agar tidak membahayakan
masyarakat sekitar, khususnya para pemulung. Terdapat persamaan antara

skripsi ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti kesesuaian

4l Ricky Prabowo, “Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung
Tugel Purwokerto”, Skripsi , (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2011), hal. 79
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antara pengelolaan sampah di lapangan dengan peraturan tentang
persampahan yang berlaku. Sedangkan perbedaannya vyaitu dalam
penelitian ini juga dikaji dengan figih siyasah, sementara pada penelitian
terdahulu hanya menggunakan hukum positif yaitu Undang—Undang No 18
Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Ketiga, skripsi oleh Teguh Hermawan, tahun 2018, Jurusan Hukum
Tata Negara (Sivasah Syar’iyyah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Tinjauan Figh Siyasah
Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran
Udara”.*? Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukan upaya Pemerintah
Daerah Kabupaten Tanggamus dalam pengendalian pencemaran udara
dengan Pemantauan kualiatas udara ambien melalui metode Passive
Sampler, serta pengawasan preventif dan refresif atau pengawasan rutin dan
pengawasan sewaktu-waktu. Terdapat persamaan antara skripsi ini dengan
penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti upaya Pemerintah Daerah
dalam pengendalian lingkungan yang bersih dan sehat yang ditinjau dari
figh siyasah. Hal ini karena dalam Islam manusia sebagai khalifah di bumi
memikul tanggungjawab sesama makhluk hidup dan seluruh alam termasuk
menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam
skripsi ini, untuk menciptakan lingkungan yang sehat lebih menekankan
pada pengelolaan sampah yang sesuai dengan peraturan daerah tentang

persampahan. Sementara pada penelitian terdahulu lebih memfokuskan

42 Teguh Hermawan, “Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam
Pengendalian Pencemaran Udara“, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, 2018), hal. ii
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pada pengendalian pencemaran udara karena pembangkit listrik tenaga
panas Ulubelu.

Keempat, skripsi oleh Taufiqurrahman, tahun 2016, Jurusan Teknik
Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi
Nasional Malang, dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Sampah
Berdasarkan Timbulan dan Karakteristik Sampah di Kecamatan Pujon
Kabupaten Malang”.*® Hasil dari penelitian ini yaitu ternyata kebutuhan
sarana dan prasarana masih kurang baik, sehingga muncul permasalahan
sampah di lokasi penelitian yaitu masih kurangnya pelayanan TPS dan
pewadahan sampah di setiap sumber. Berdasarkan kondisi eksisting,
masyarakat masih mengikuti kebiasaan membuang sampah di sungai dan
membuang sampahnya di lahan kosong. Maka dari itu perlu dioptimalkan
pengelolaan sampah di Kecamatan Pujon dengan penambahan sistem
pewadahan dan pengumpulan sampah yang sesuai dengan keadaan lokasi,
sehingga sistem pewadahan dan pengumpulan sampah menjadi efektif.
Terdapat persamaan antara skripsi ini dengan penelitian terdahulu yaitu
sama-sama membahas pengelolaan sampah agar pengumpulan sampah
menjadi efektif sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan
sehat. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam skripsi ini menggunakan perda
dan figih siyasah untuk mengkaji kinerja pemerintah dalam upaya

pengelolaan sampah. Sementara pada penelitian terdahulu hanya meneliti

4 Taufiqurrahman, “Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berdasarkan Timbulan dan
Karakteristik Sampah di Kecamatan Pujon Kabupaten Malang”, Skripsi, (Malang: Institut
Teknologi Nasional Malang, 2016), hal. 5
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optimalisasi pengelolaan sampah berdasarkan timbulan dan karakteristik
sampah.

Penelitian selanjutnya dilakukann oleh Kunmaharso Adi Siswanto,
pada tahun 2010, program studi perbandingan mazhab dan hukum, fakultas
syariah dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul
“Perspektif Islam Tentang Undang-Undang No.18 Tahun 2008 dan
Penerapan Pada TPA Bantar Gebang Bekasi”.* Hasil dari penelitian ini
yaitu Undang-Undang No.18 Tahun 2008 sudah sesuai dengan perspektif
Islam, karna dalam sistem pengelolaan sampah mengutamakan aspek dan
menjaga lingkungan hidup. Namun dalam penerapannya pada TPA Bantar
Gebang Bekasi belum cukup baik, karna masih banyak kekurangan dalam
hal sistem pengelolaan sampah yang baik dan ramah terhadap lingkungan
sekitar.*®Persamaan  dengan  skripsi  terdahulu  yaitu sama-sama
menggunakan kajian Islam dalam sistem pengelolaan sampah yang ramah
lingkungan, dan faktanya meskipun peraturan sudah sesuai dengan
tuntunan Islam, namun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya.
Hal ini menyebabkan penanganan sampah masih belum berjalan efektif.
Sedangkan perbedaannya dalam skripsi ini hukum positif menggunakan
perda Kabupaten Tulungagung, sementara dalam skripsi terdahulu

menggunakan UU No. 18 tahun 2008.

4 Kunmaharso Adi Siswanto, Perspektif Islam Tentang Undang-Undang No.18 Tahun
2008 dan Penerapan Pada TPA Bantar Gebang Bekasi, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2010), hal. 68
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